INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 30 TAHUN 1993

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 91 TAHUN 1991 TENTANG PASAR DESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa, maka guna kelancaran pelaksanaannya perlu adanya petunjuk lebih lanjut mengenai pembentukan, pembangunan, pengelolaan, dan pembinaan Pasar Desa yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031);

3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);

4.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992;

5.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD);

6.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Provinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;

8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;

9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurus dan Pengawasannya;

10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa;

11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1984 tentang Kerjasama Antar Desa;

12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;

13.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

14.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;

15.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa;

16.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada
:
1.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh indonesia;

2.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.

Untuk:

PERTAMA
:
Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.

KEDUA
:
Petunjuk pelaksanaan mengenai pembentukan, pembangunan, pengelolaan dan pembinaan pasar desa sebagaiman tercantum pada Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.

KETIGA
:
Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa.

KEEMPAT
:
Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 3 Agustus 1993

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MOH. YOGIE S.M.

